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PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPAHIANG

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kepahiang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran |Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Repuglik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotesme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4349);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenang pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Noror 53, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pemabangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Pasar dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah [Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indon!cesia Tahun 2001!, Nomor 41Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonfesia Nomor 4090!};
Peraturan Pemerintah LNomor 65 Tahpn 2001 tentang Pajak Daerah
publik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118
Tambahan Lembaran Negara Republik Il-ndonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416);
Peraturan Pemerintah Iﬁomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor
123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara R%pubﬁk Indonesia Tahun 2005, Nomor 136
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

(Lembaran Negara R

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137
Tambahan Lembaran |tegartal Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah (Lehlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 05 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
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27.

28.

29.

30.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
terdiri atas:

1.

2.

Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 40.605.270.417,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 686.326.865.697,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 7.378.473.919,00
Yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 734.310.610.033,00
Belanja Daerah.
a. Belanja Operasi
1). Belanja Pegawai Rp. 303.976.041.425,00
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 229.974.000.645,00
3). Belanja Bunga Rp. 0,00
4). Belanja Hibah Rp. 19.428.840.000,00
Jumlah Belanja Operasi Rp. 553.378.882.070,00
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b. Belanja Modal
1). Belanja Modal Tanah
2). Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

3). Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

4). Belanja Modal Jalan, Jaringan
dan Irigasi

5). Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

6). Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga
1). Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer
1). Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer
Jumlah Belanja
Defisit Anggaran
3. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran
Jumlah Pembiyaan Netto

Defisit Anggaran Setelah
Dikurangi Pembiayaan Netto

Pasal 2

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0,00
8.612.618.383,00

20.692.334.750,00

41.529.140.000,00

0,00

70.000.000,00

Rp.

Rp.

70.904.093.133,00

500.000.000,00

Rp.

Rp.

500.000.000,00

132.565.625.700,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

132.565.625.700,00

757.348.600.903,00

(23.037.990.870,00)

25.037.990.870,00
2.000.000.000,00

Rp.

23.037.990.870,00

Rp

(0,00)

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam

peraturan ini dituangkan lebihlanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

dalam berita acara.

ican di Kepahiang
gial, 24 Oktober 2023

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor 40 Tahun 2023
Tanggal, 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH

b

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR : 117
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